SALINAN

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2025

Menimbang

TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

bahwa untuk memperluas kesempatan bagi calon murid baru
untuk mndapatkan pelayanan pendidikan dasar, perlu
mengubah pengaturan zonasi di wilayah Daerah;

bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama belum
mengatur berkaitan dengan tes kemampuan akademik,
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid

Baru;
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Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6867);

5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun
2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 25) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
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3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang
selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan
dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup
urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

4. Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi suatu
kewenangan Daerah otonom.

5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya
disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Brebes.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya
disebut Dindukcapil adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

7. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas
Sosial Kabupaten Brebes.

8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang
selanjutnya disebut Dinkominfotik adalah Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.

9. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat
SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan
murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan
pendidikan yang bermutu bagi semua.

10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

11. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten
Brebes.

12. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat.

13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang
terdiri atas pendidikan dasar,pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.

14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah
salah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini

pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
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program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun.

15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.

16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama atau setara SD.

17. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat
Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang
dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk
mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan,
murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya
pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan
yang diperbaharui secara daring.

18. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO
adalah Progam Kelas Khusus Olahraga yang diharapkan akan
memberikan kesempatan kepada peserta didik berbakat
olahraga untuk mengikuti progam pendidikan sesuai dengan
potensi keberbakatan yang dimiliki.

19. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD,
dan SMP.

20.Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru
yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di
dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Brebes.

21.Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru
yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari
keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang
disabilitas.

22.Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru
yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi

di bidang akademik dan/atau non akademik.
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23. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang

diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili

karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak

guru yang mendaftar disatuan pendidikan tempat orang tua

mengajar.

24.Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA

adalah Kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada

mata pelajaran tertentu.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(S)

Pasal 19

Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan

pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi

yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang

melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.

Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. prestasi akademik; dan/atau

b. prestasi nonakademik.

Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dapat berupa :

a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau

b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi,
dan/atau bidang akademik lainnya.

Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dapat berupa :

a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam
organisasi kepanduan di satuan pendidikan; atau

b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga,
dan/atau bidang non akademik lainnya.

Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan

sebagai ketua dalam organisasi kepanduan di Satuan

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

a.

Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi
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(7)

oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat

mengajukan usulan kepada:

a. Pemerintah Daerah; atau

b. Unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta
dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat
dilakukan bulan April pada tahun berjalan.

Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) terdiri atas :

a. calon murid;

b. penyelenggara lomba;

c. satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan

d. pihak lain yang berkepentingan.

Selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan

hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu hasil

TKA.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap

mengetahuianya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2026

Kab.Brs

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 April 2026
BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

-\ Ditandatangani secara
@) elektronik oleh:

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Pembina 1V/a
NIP. 198712142010012020
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